
BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIRBBON
NOMOR         :   900.1.7.1/Kep.   25 -BKAD/2026
LAMPIRAN     :    1  {SATU} LEMBAR

TENTANG

PERUBAI+AN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 900.1.7.1 /Rep.824-BKAD/2025 TENTANG PENUNJURAN PEJABAT

PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAII
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI  CIREBON,

Menimbang    :    a.    bahwa   Pejabat   Pengguna   Anggaran   pada   Satuan   Kelja
Peranedrat  Daerah  Tahun  Anggaran  2026  telah  ditetapkan
dengan                Kepu fu sam                Bupati                Cirebon
Nomor  900.1.7.1/Kep.824-BKAD/2025  tentang  Penunjukan
Pejabat      Pengguna      Anggaran      pada      Satuan      Ken.a
Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026;

b.    bahiR7a   berdasarkan    Peraturan    Bupati    Cirebon    Nomor
16  Tahun  2025  tanggal  13  Juni  2025  tentang Kedudukan,
Susunan  Organisasi,  Tugas  dan  FLLmgsi  serta  Tata  Kelja
Badan   Perencanaan   Pembangunan,    Riset   dan   lnovasi
Daerah ,       Peranghat       Daerah       Badan       Perencanaan
Pembangunan,    Penelitian    dan    Pengembangan    Daerah
(Bappelitbangda)  Kabupaten  Cirebon  berganti  nomenklatur
menjadi   Badan   Perencanaan   Pembangunan,   Riset   dan
Inovasi    Daerah    (Bapperida)    Kabupaten    Cirebon    serta
Kqutuen  Einpati  Cirrfu  NImm  800.1.3.3/Kay.15-BKrsDM/2ca6
tanggal   30   Januari   2026   tentang   Pengukuhan   Pejabat
Pimpinan     Tinggi     Pratama,     Administrator,     Pengawas,
Pelaksana  dan  F\mgsional  di  Lingkup  Badan  Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cirebon,
sehingga   perha   mengubah   Kquatusan  B{xpati  Cifet]rm  Pfroor
900.1.7.1/Kgiv.824-BKAD/2025    tentang    Penunjukan    Pejabat
Pengguna  Anggaran  pada  Satuan  Kelja  Perangkat  Daerah
Tahun Anggaran 2026;

c.    bahwa  berdasarkan  pertiinbangan  sebagaimana  dimaksud
dalam huruf a dan huruf b,  perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Perubahali  atas  Keputusan  Bupati  Cirebon
Nomor  900.1.7.1/Kep.824-BKAD/2025  tentang  Penunjukan
Pejabat  Pengguna  Anggaran  pada  Satuan  Kelja  Perangkat
Daerah Tahun Anggaran 2026;



Men8in8at 1.    Undang-Undang      Nomor      23      Tahun      2014      tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun   2014   Nomor   244,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagainana telah diubah
beberapa      kali,       terakhir       dengan       Undang-Undang
Nomor   6   Tahun   2023   tentang   Penetapan       Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang  Cipta  Keba  menjadi   Undang-Undang   (Lembaran
Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2023    Nomor    41,
Tambahan      liembaran      Negara      Republik      Indonesia
Nomor 6856) ;

2.   Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Hubungan
Keuangan   Antara   Pemerintah   Pusat   dan   Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2022
Nomor  4,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6757) ;

3.    Undang-Undang     Nomor      107     Tahun     2024     tentang
Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik   Indonesia  Tahun   2024   Nomor   293,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);

4.    Peraturan   Pemerintah   Nomor    12   Tahun   2019   tentang
Pengelolaan      Keuangan      Daerah      (Ilembaran      Negara
Republik   Indonesia   Tahun   2019   Nomor   42,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;

5.    Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  77  Tahun   2020
tentang   Pedoman   Te]mis   Pengelolaan   Keuangan   Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6.    Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022
tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Ifembaran  Daerah
Kabupaten   Cirebon   Tahun   2022    Nomor   7,   Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 62) ;

7.    Peraturan Bupati  Cirebon  Nomor  171  Tahun  2021  tentang
Sistem    dan    Prosedur    Pengelolaan    Keuangan    Daerah
Pemerintah  Kabupaten  Cirebon  (Berita  Daerah  Kabupaten
Cirebon Tahun 2021  Nomor  171)  sebagaimana telah diubah
dengan  Peraturan  Bupati  Cirebon  Nomor  182  Tahun  2023
tentang    Perubahan    Atas    Peraturan    Bupati    Cirebon
Nomor   171      Tahun   2021   tentang  Sistem   Dan   Prosedur
Pengelolaan    Keuangan    Daerah    Pemerintah    Kabupaten
Cirebon  (Berita  Daerah     Kabupaten  Cirebon  Tahun  2023
Nomor 182);

MEMurtysKAN :

Menetapkan    :
KESATU          :   Mengubah                  Keputusan                  Bupati Cirebon

Nomor     900.1.7.1/Kep.824~BKAD/2025     tentang     Penunjukan
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Pej abat        Pen ggu n a        An ggaran        pada        S atu an        Ke lj a
Perangkat Daerah Tahun Anggaran  2026,  pada bagian Lampiran
Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten   Cirebon,   dengan   daftar   perubahan   sebagaimana
tercantLim   dalarn   Lanpiran   }'ang   merupakan   bagian   tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA            :   Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di     Sumber
pada tanggal      2  Tebrm`-]ri  2o26

BUPATI CIREBON,

Tembusan :
1.   Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2.   Yth. Pimpinan PT. Bank BJB Cabang Sumber.



Pej abat        Pengguna        Anggaran        pada        S atuan        Kerj a
Perangkat Daerah Tahun Anggaran  2026,  pada bagiari Lampiran
Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten   Cirebon,   dengan   daftar   perubahan   sebagaimana
tercantum   dalam   Lampiran   yang   merupakan   bagian   tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA            :   Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di     Sumber
pada tanggal    2  Tebr.utir.i  2J26

BUPATI CIREBON,

- IMRON

Tembtl§an :
1.   Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2.   Yth. Pimpinan PT. Bank BJB Cabang Sumber.



IAMPIRAN  : KEPUTUSAN BUPATI CIREB0N
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

goo.1.7.1/Kep.     25       -BKAD/2026
2   i?neDruari   2J26

PERUBAHAN        ATAS        KEPUTUSAN        BUPATI        CIREB ON
NOMOR 900.1.7.1/Kep.824-BKAD/2025 TENTANG PENUNJUKAN
PELABAT    PENGGUHA    ANGGARAN     PADA    SATUAN     KERJA
PERANGKAT DAERAII TAHUN ANGGARAN 2026

PEUABAT PENGGUNA ANGGARAN
PADA SA"AN RERJA PERANGRAT DRERAII

TAHUN ANGGARAN 2026

NO PENGGUNA ANGenRAN
SATUAN KERIA

RETERANGANLAVA BARU
NAMA +     NAMA

1 2 3 4 5
1. DANGI, S,Si., M.Sc.,  MT. BADAN PERENCANAAN BADAN PERENCANRAN Terhitung

NIP.197311011998031006 PEMBANGUNAN, PEMBANGUNAN, RISET Mulal Tanggal
PENELITIAN I)AN DAN INOVASI DAERAII 30 Januan
PENGEMBANGANDAERAH 2026

BUPATI CIREBON ,
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PEMERINTAH KABUPATEN CIREB0N

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Sunan Kfalijaga No.12 Telp. (0231) 8304433 Fax. (0231 ) 8304400

Email : bkad@cirebonkab.ao.id
S U M B E R-45 611

Nomor
Sifat
hapiran
Hal

goo.1.7.1/  `?27Perbend
Penting
1 (satu) Ifmbar
Permohonan Penerbitan Nomor
Ke-putusan Bu'pa:fi -Cifebon

Sumber, 1 Februari 2026
Kepada

Yth.    Sekretaris Daerah
Kabupaten Cirebon
di

SUMBBR

Disampaflran dengan homat, sehubungan dengan kebutuhan
penyesuaian  administrasi  keuangan  daerah  pada  Tahun  Anggaran
2026,  bersama ini kami sampaihan permohonan penerbitan Nomor
Keputusan Bupati Cirebon atas rancangan keputusan sebagai berikut:

1.   Perubahan      Atas      Keputusan      Bupati      Cirebon      Nomor
900.1+7.1/Kep.824-BKAD/2025    tentang    Penunjukan    Pejabat
Pengguna Anggaran pada Satuan Kelja Peran8kat Daerah Tahun
Anggaran 2026; dan

2.   Perubahan      Atas      Keputusan      Bupati      Cirebon      Nomor
900.1.7.1/Kep.826-BKAD/2025  tentang Penunjukan  Bendahara
Penerimaan,  Bendahara  Pengeluaran  dan  Penetapan  Rekening
pada Satuan Kelja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026.

Pemohonan   ini   diajukan   sehubungan   dengan   adanya
perubahan nomenklatur perangkat daerah dari Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menjadi Badan
Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, yang bersifat
mendesak    karena    berdampak    langsung    terhadap    keabsahan
penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara pada SKPD
dimaksud.

Adapun   proses  pengusulan   kedua   rancangan   keputusan
tersebut    masih    berada    pada    tahapan    pemenuhan    checklist
persyaratan  sebagaimana  ketentuan  pembentukan  FToduk  Hukum
Daerah.  Namun  demikian,  demi kepastian hukum  dan  kelancaran
pelaksanaali pengelolaan keuarigan daerah Tahun Anggaran  2026,
dengan  ini  kami  memohon   agar  Bapak  berkenan  memfasilitasi
penerbitan nomor Keputusan Bupati atas kedua rancangan dimaksud.

Sebagai bentuk komitmen, Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten  Cirebon  akan  melenedrapi  seluruh  persyaratan  yang
dipersyaratkan dalam jangha walchi paling lama 7 (tujuh) hari kelja,
terhitung sejak diterbitkannya nomor Keputusan Bupati tersebut.



Demikian   8urat  pemohonan   ini   kani   sampaikan.   Atas
perhatian Bapak, kami ucapkan terima hasth.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABupATEN clREBori

Selaku

Temt}usrm :
Yth. Bupati Cirebon (sebagal laperan) ;



\  PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BADAN  KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Sunan Kalijaga No.12 Telp. (0231) 8304433 Faxrd (0231) 8304400

Emai[ : bkad@cirebonkab.ao.id
SUMBER-45611

NOTA DENAS
Kgpada      :   Yth. Bupaticirebon
Dari
Nomor
Tanggal     :
Lanpiran  :
Perihal       :

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
900.1.7.1/134/Perbend
02  Febmari 2026
1 (satu) berkas
Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon tentang
PrfubahanKaputusanBupa:ticifebonNomor9cO.1.7.1/Kay.824~BKAD/2025

Dipermaklumkan    dengan    homat    bahwa    berdasarkan
Peraturan Bupati Cirebon Nomor  16 Tahun 2025 tanggal  13 Juni
2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 'I\igas dan F\mgsi
serta  Tata  Kelja  Badan  Perencanaan  Pembangunan,   RIset  dan
Inovasi     Daerah,     Perangkat     Daerah     Badan     Perencanaan
Pembangunan ,       Penditian       dan       Pengembangan       Daerah
q3appelitbangda) Kabupaten Cirebon berganti nomen]datur menjadi
Badan   Perencanaan   Pembangunan,   Riset   dan   Inovasi   Daerah
(Bapperida)  Kabupaten  Cirebon  serta  Keputusan  Bupati  Cirebon
Nomor 800.1.3.3/Kep.15-BKPSDM/2026  tanggal  30 Januari  2026
tentang     Pengukuhan     Pejabat     Hmpinan     Tinggi     Pratama,
Administrator,  Pengawas,  Pelaksana  dan  Fungsional  di  Lingkup
Badan   Perencanaan   Pembangunan,   RIset   dan   Inovasi   Daerah
Kabupaten  Cirebon,  sehingga perlu  mengubah  Keputusan  Bupati
Cirebon         Nomor         900.1.7.1 / Kep.824-BKAD / 2025         tentang
Penunjukan   Pejabat   Pengguna   Anggaran   pada   Satuan   Kelja
Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026.

Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sampaikan draft
Keputusan   Bupati   tentang   Perubahan   atas   Keputusan   Bupati
Cirebon         Nomor         900.1.7.1 / Kep.824-BKAD/ 2025         tentang
Penunjukan   Pejabat   Pengguna   Anggaran   pada   Satuan   Kel].a
Peran9hat Daerah Tahun Anggaran 2026.

Demikian   permohonan   ini   kami   sampaikan,   atas
perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPAIA BADAN KEUANCIAN
DAN ASET DAERAII

KABUPATEN CIREBON,

SRI WIJAYAWATT. S.Sos. M.Si.
Pembina Th9kat I

NIP.  19740530  199803 2 005
Tembu- :
1.   Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2.   Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.

.                                       '    `;    i ..,,-I,.!„fL}ti,:-.   ir.    `    ,      ,,!     :    :I;I..If-`I:3L;i-,:   ,`,i2c±±'=.`:i,H.i/91,                 `    I       '-;.i`:   7_`kJlironik

i till+€ dl rjl.-I;iikclli  t ,ich I;al;; ir;far-.icrd.f`ikir;  i;:inro;ji ('irsrir, isaiitiri  sii`cjj. Li;ii; `;;;;i;i.-;;gal.¢{



`  PEMERINTAH rIABupATEN CiREBON

BADAN KEUANGAN  DAN ASET DAERAH
Jl. Sunan Ka[ijaga No.12 Telp. (0231) 8304433 Fax. (0231) 8304400

Email : bkad@cirebonkab.co.id
S U M B E R-4 5611

SURAT PERIHTAII

NOMOR :800.1.11.135/BKAD/2026

Nan
Jabatan
Cirebon

Kepada
1.   Nana

Jabatan

2.   Nana
Jabatan

Untuk

:  SRI WLJAYAWATI, S.Sos., M.Si.

:  Kepala  Badan  Ketiangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten

MEMERINTAHKAN :

: ARIS RISDIYANTO, S.T., M.Si.

: Kepala Bidang Perbendaharaan

: YESSY SUKMA HARNISA, S.E.

: Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama

:  Mengums  proses  penandatanganan  Keputusan  Bupati
Cirebon   tentang   Perubahan   atas   Keputusan   Bupati
Cirebon  Nomor  900.1.7.1/Kep.824-BKAD/2025  tentang

Penunjukan  Pejabat  Pengguna  Anggaran  Pada  Satuan
Kelja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal  02 Februari 2026

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON

SRI WLJAYAWATI. S.Sos. M.Si.
P€mbina Tingkat I

NIP.  19740530  199803 2 005

Dckiim€m ini [eJlah dilam{atang{mi secara a.lektFT"ik menggurichcin sertif that elle:ktror{ik
Yang diterbilkan ®Jeh Balai BeREr Serti.f rhasi E_}i:twowik (BsrE}` Bndam .Siber dan Sandi Negara

--1=.  `,:`ife- ,i   --1



•£

ANALISIS TERHADAP RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR

900.1.7.1 /Kep.824-BKAD/2025 TENTANG PENUNJUKAN PEUABAT
PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2026

0leh:

yEssy SUKMA HjunNlsA
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA

A.   LATAR BELAKANG

Pejabat Pengguna Anggaran (PA) pada SKPD Tahun Anggaran 2026 telah
ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1 /Kep.824-
BKAD/2025.    Penetapan   tersebut   merupakan   dasar   hukum   bagi
pelaksanaan   kewenangan   penggunaan   anggaran   dan   pengelolaan
keuangan daerah pada masing-masing perarigkat daerah. Seiring dengan
ditetapkannya Peraturan Bupati Cirebon Nomor 16 Tahun 2025 tentang
Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas  dan  FLingsi  serta Tata  Kelja
Badari  Perencanaan  Pembangunan,  Riset  dan  Inovasi  Daerah,  telah
terjadi perubahan nomenklatur dari Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembarigan Daerah (Bappelitbangda)  menjadi Badan
Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) . Selaln
itu,    dengan    ditetapkannya    Keputusan    Bupati    Cirebon    Nomor
800.1.3.3/Kep.15-BKPSDM/2026   tanggal   30   Januari   2026   tentang
Pengukuhan   Pejabat  di  Llngkungan  Bapperida  Kabupaten  Cirebon,
diperlukan penyesuaian terhadap penetapan pejabat pengguna anggaran
agar selaras dengan struktur organisasi dan pejabat yang sah. Atas dasar
tersebut, Keputusan Bupati ini perlu dilakukan perubahan secara resmi
dan penetapan oleh Bupati.

8.  Dasar Hukum
Penetapan perubahan pejabat Pengguna Anggaran (PA) wajib ditetapkan
dengan Keputusan Bupati karena:
1.  Undang-Undang   Nomor   23   Tahun   2014   tentang   Pemerintahan

Daerah,     sebagai    dasar    kewenangan    Kepala    Daerah    dalam
penyelenggaraan  pemerintahan  daerah,  termasuk  penetapan  dan
perubahan pejabat yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

2.  Undang-Undang Nomor  1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sebagal landasan
pengelolaan keuangan daerah yang menegaskan peran Kepala Daerah
sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.



3.  Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon
di Provinsi Jawa Barat, sebagai dasar yuridis keberadaan Pemerintah
Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan
daerah.

4.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan
Keuangan  Daerah,  menegaskan  bahwa Kepala  Daerah  menetapkan
pejabat   yang   diberi   kewenangan   dalam   pengelolaan   keuangan
termasuk Pengguna Anggaran.

5.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  77  Tahun  2020  tentang
Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Keuangari  Daerah,  mengatur  bahwa
Pengguna Anggaran  dapat bertugas apabila ditetapkan oleh  Kepala
Daerah melalui Keputusan resmi.

6.  Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengaturan di tingkat daerah
yang menegaskan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sesuai
kewenangan Kepala Daerah.

7.  Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan
Ptosedur   Pengelolaan   Keuangan   Daerah   Pemerintah   Kabupaten
Cirebon sebagajmana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon
Nomor  182  Tahun  2023  tentang Perubahan Atas Peraturan  Bupati
Cirebon   Nomor   171   Tahun   2021   tentang  Sistem  Dan   Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon, juga
mengatur bahwa perubahan pengguna anggaran harus diikuti dengan
perubahan surat keputusan penunjukan pejabat pengguna anggaran.

8.  Peraturan Bupati Cirebon Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kedudukan,
Susunan  Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi  serta  Tata  Kelja  Badan
Perencanaan Pemhangunan, Riset dan lnovasi Daerah, sebagal dasar
perubahan   nomenklatur  perangkat  daerah   yang  mengakibatkan
perlunya penyesuaian penetapan Pejabat Pengguna Anggaran

C.  Analisis substantif
1,  Penetapan dan perubahan Pejabat Pengguna Anggaran merupakan

kewenangan Bupati selaku Kepala Daerah dan Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  sehingga  setiap  perubahan  harus
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2.  Perubahan nomenklatur peran9kat daerah dan pengukuhan pejabat
menyebabkan  adanya  ketidaksesuaian  antara  struktur  organisasi
dengan  Keputusan  Bupati yang berlaku,  sehingga  perlu  dilakukan
perubahan agar memiliki legalitas yang sah.

3.  Penetapan  perubahan  PA  melalui  Keputusan  Bupati  memberikan
kepastiari  hukum  atas  kewenangan  pejabat  dalam  menggunakan
anggaran dan menjadi dasar pertanggungjawaban keuangan daerah.



4.  Perubahan      Keputusan      Bupati      diperlukan      sebagai      dasar
penatausahaan  keuangan,   penandatanganan  dokumen  anggaran,
serta mendukung kelancaran proses pengawasan dan pemeriksaan.

D.  Kesimptilan
Berdasarkan  latar  belakang,   dasar  hukum,  dan  analisis  substantif
tersebut  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  draft  Keputusan  Bupati
tersebut   perlu   ditetapkan   oleh   Bupati   Cirebon   guna   menjamin
kesesuaian  organisasi,   kepastian  hukum,   serta  tertib  administrasi
pengelolaan keuangan daerah.

Sumber, 2 Februari 2026

Penelaah,

YESSY SUKMA HjARNISA. SE
NIP. 20000429 202504 2 007



DOKUMENTASI RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR

goo.1.7.1 /Kep.824-BKAD/2025 TENTANG PENUNJUKAN PEUABAT
PENGGUNA ANGGARAN PADA sArtyAN KERjA PERANGRAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2026


